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KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahiim,

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan
Limpahan Rahmad serta Hidayahnya

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi
Perngkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA, dimana kita semua baik esselon I,
l, IV dan seluruh ASN Disnakertrans telah berhasil menyusun perubahan RENSTRA Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2016 — 2021.

Sebagaimana Visi Bupati periode 2016-2021 yang tertuang di dalam grand strategy
Gerbang Raja Il untuk mewujudkan Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan
akan dicapai melalui 7 misi dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk
menjalankan pada misi ke 2 yakni meningkatkan Sumber daya Manusia yang berkompeten adapun
yang menjadi tanggung jawab utama Disnakertrans adalah sasaran ke 3 (Tiga) Yaitu . Untuk
Menurunkan Jumlah Pengangguran.

Kondisi ketenagakerjaan Kutai Kartanegara pada Pada Tahun Ketiga Pelaksanaan RPJMD
serta Tahun Ke 3 (Tiga) periode RENSTRA terdapat pengangguran terbuka 8.80 % (30.292 Orang)
dari target 5 % dan pada periode Gerbang Raja Il di targetkan Tingkat Pengangguran Terbuka
Terbuka pada level 2,5% dan di harapkan Pada akhir periode RENSTRA pengangguran terbuka
menjadi 29.547 Orang atau 8,15 %.

Kedepan tugas Distransnaker sangat berat namun justru ini menjadi pemicu bagi seluruh
ASN di lingkungan Distransnaker untuk selalu fokus dan bertanggung jawab dalam meningkatkan
kinerjanya untuk tercapainya target RPJMD. Sehubungan telah dilakukanya perubahan RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga
Melakukan perubahan RENSTRA agar berkesinambungan dengan Target dan Capaian RPJMD.

Demikian Perubahan RENSTRA disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah untuk
melaksanakan program ketransmigrasian dan kenagakerjaan pada unit kerja Distransnaker
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 11 Desember 2019

Kepala Dinas
Trnsmfgrasi dan Tenaga Kerja

HAMLY, SE
NIP. 19640408 198803 1 013
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat
Daerah, di dasari atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaksana Urusan Pemerintah Wajib dan /
Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai pelaksana Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari
pembangunan nasional dan Daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk
menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek
human kapital dalam pembangunan.

Berdasarkan review selama Tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa
terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi
ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan
pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangatlah
berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.

Untuk membangun bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di
Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan kemandirian daerah, antara lain
ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan
yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan;
kemampuan sumberdaya alam telah tersedia begitu besar menuntut adanya
profesionalitas aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan
yang bersumber dari potensi SDA Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dengan
menselarasakan keberhasilan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan
Sumber Daya Alam sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada sumber
lain yang tidak dapat perbaiki

Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar
rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan distribusinya, menyediakan infrastruktur
yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang



berjalan dengan baik ditandai dengan keadilan bagi seluruh rakyat, keterjaminan
hak-haknya, keamanan dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam
bentuk apapun.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut
dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan
sesuai dengan Perda Nomor : 70 tahun 2000 tentang RPJPD 2000-2021 Kabupaten
Kutai Kartanegara sesuai RPIMD ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan
sektor kependudukan yang banyak maka sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata
sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum, dalam
gambar 1.1. dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2019 sebesar 334.076 orang. Dari total angkatan kerja
tersebut, sekitar 91.20 % penduduk yang bekerja atau sebanyak 313.784 orang dan
sekitar 8.80 % (30.292 orang) adalah penganggur.

(1

Gambaran Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penduduk 15 tahun Ke Atas
Kobupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018-2019

Penduduk 15+ 556,907 552,600
Angkatan Kerja 358,44 344,075
- Bekerja 337.050 313.784
-Pengangguran 21.361 30.292
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 4, 36 62.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 596 E.BO

Sumber ; Kutai Kartenegara Dalom Anpha Tofun 2019

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutail Kartanegara tahun 2019 mencapai 334.076 orang,
berkurang sebanyak 24,335 orang dibanding angkatan kerja tahun 2018 (338,411 orang).
Penduduk yvang bekerja tahun 2019 mencapai 313,734 orang, berkurang sebanyak 23.266
orang dibanding keadaan pada tahun 20718 (327.050 orang) Timgkat Pengangguran Terbuka

(TPT) tahun 2019 mencapai 8.80 persen atau sebanyak 30.292 Orang, mengalami peningkatan

dibanding TPT tahun 2018 sebesar 5,96 persen (21.361 orang).

Gambar 1.1.
Profil ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 - 2019

Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja
di sektor Pertambangan (0.74 %), sektor Pertanian (0.09 %), serta sector Bangunan (
0.06 %) dan Jasa Kemsyarakatan (0.03%). Menurut jam kerja selama seminggu,
sekitar 45,40% bekerja > 35 jam/minggu.



Berkenaan dengan kondisi ketenagakerjaan diatas, telah dilakukan upaya-
upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis
kompetensi di BLKI Samarinda maupun pelatihan berbasis Masyarakat yang dilakukan
di Kecamatan Kecamatan.

Pada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
terdapat peningkatan fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja melalui
peningkatan fungsi pelayanan informasi kerja dalam melayani pencari kerja dan
pengguna tenaga kerja.

Disamping itu peningkatan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui
pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan padat karya, perbaikan sarana
infrastruktur, padat karya usaha produktif serta penerapan teknologi tepat guna bagi
usaha kecil yang berada di Desa/Kelurahan.

Pada bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja telah dilakukan upaya
antara lain : penyempurnaan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya bidang
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, peningkatan kualitas dan
profesionalitas para pelaku hubungan industrial, peningkatan peran serikat
pekerja/serikat buruh dalam penciptaan hubungan industrial yang harmonis,
peningkatan syarat kerja non diskriminasi melalui pelayanan Peraturan Perusahaan
(PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlindungan pekerja melalui asuransi dan
jaminan sosial, pengurangan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemogokan
kerja dan perselisihan kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan
penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten (UMK) yang mengarah pada
pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), peningkatan pendayagunaan (utilization)
tenaga fungsional mediator hubungan industrial.

Selain terus menerus melakukan upaya secara bertahap, terencana, terpadu
dan berkesinambungan, di dalam pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian tentu terdapat potensi-potensi yang menguntungkan dan juga
masalah yang harus dihadapi dalam upaya tersebut, seperti dalam hal perluasan
kesempatan kerja, peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan
kesejahteraan pekerja dan keluarga transmigran.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai
salah satu SKPD yang bertugas dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran
akan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang
berkualitas, produktif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi,
menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun, untuk mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai



Kartanegara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintah dibidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Transmigrasi dan Tenaga

Kerja berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Renstra Dinas ini memiliki hubungan secara sinergis dengan dokumen

perencanaan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi :

a.
b.
C.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)
Rencana strategis Kementerian Tenaga Kerja dan

Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal
dan Transmigrasi

Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga non
Departemen (Rencaja K/L)

Dokumen perencanaan Nasional lainnya yang terkait dengan
pembangunan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2. Hubungan dengan urusan desentralisasi melalui azas otonomi meliputi :

a.
b.
C.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Provinsi dan Kabupaten)
Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD Provinsi dan Kabupaten Kutai
Kartanegara)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD)

Dokumen perencanaan Daerah lainnya yang terkait dengan
pembangunan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Upaya ini diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf

hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui strategi pencapaian sasaran

pembangunan yang menerapkan pada prinsip Triple Track Strategy yaitu pro-job
(keberpihakan kepada penciptaan lapangan kerja), pro-poor (keberpihakan kepada
pengentasan kemiskinan) dan pro-growth (keberpihakan kepada peningkatan
pertumbuhan ekonomi).



.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Startegis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain :

1.
2.

10.

11.

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PP RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:;
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Permendagri Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Permenakertrans Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Kementrian ketenagakerjaan Tahun 2015 — 2019;
Permendagri Rl Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tanggal, 26
Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 — 2021

Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan



12. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kutai Kartanegara.

I.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah ;
Menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang
telah disepakati dalam RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-
2021, dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

[.3.2. Tujuan
Tujuan dan penyusunan dan penetapan perubahan Rencana Strategis

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah :

= Menjabarkan strategi yang akan menjadi dasar pilihan program aksi Dinas
untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dibidang Transmigrasi dan
ketenagakerjaan yang menjadi kesepakatan bersama pada dokumen RPJMD
2019-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara.

= Menjadi acuan kerja resmi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya
pembangunan bidang Transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

= Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.4.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 8 (Delapan) bab pokok bahasan serta

susunan garis besar setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN

Menguraikan dan membahas tentang : latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan dan membahas tentang : Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan SKPD.

BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan dan membahas tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telahaan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra
K/L, Renstra Provinsi, Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan dan membahas tentang : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah, serta Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan dan membahas tentang : rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menguraikan dan membahas tentang : indikator kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIil. PENUTUP



2.1.
2.1.1.

BAB I
GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang

transmigrasi dan tenaga kerja”

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1.

2.1.2.

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai
dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga
kerja dan transmigrasi;

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
transmigrasi;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi dan SDM

Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai

Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, yang terdiri atas :



STRKTUR CRGANISAS| PEVIERINTAH DAERAH

TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJIA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

HAMLY, SE
Pembina (Iv/a)

NIP. 19640409 198803 1 013

SEKRETARIS

Pembina (Iv/a)

H. HERO SUPRAYETNO, S. Sos.,M.Si

NIP. 19711122 200003 1 002

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM i
PENYUSUNAN PROGRAM & KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN KETATALAKSANAAN 1
Dra. LIES IRIANA Hj. ERNAWATILSE H.AJI MOHD.RONNY,SE,M.Si |

Penata Tingkat I (II/d)
NIP. 19620122 198603 2 006

Penata Tingkat I (IIl/d
NIP. 19670717 199903 2 003

Pembina (IV/a)
NIP. 19751010 200112 1 006

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Drs. KUSUMA WARDANA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630930 199311 1 002

KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN,
PEMBANGUNAN DESA DAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI

S

Drs. EDY MAULANA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621125 199403 1 007

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
[RANSMIGRASI PROMOSI, KEMITRAAN DAl
PELAYANAN PERTANAHAN

Drs. IDHAM HALID
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP. 19610815 198903 1 010

KEPALA SEKSI PEMBINAAN POTENSI DAN
ENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DESA DA
KAWASAN TRANSMIGRASI

MUSTAFA KAMIL,S.ST
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP. 19641102 198503 1 006

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL
BUDAYA DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

SRIPLAH S.Pd
Pembina (Iv/a)
NIP. 19671001 199303 2 007

KEPALA SEKSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Drs. LESTA NUGROHO
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP.19670505 199403 1 014

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA|
DESA DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Drs. RUDI ADMANTO
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19620303 199503 1 002

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN
TANAH DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Ir. DWI RETNO BUDI S.
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP.19620310 199003 1 008

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

TEGO YUWONO, S.S0S.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681024 199003 1 004

S

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
PENEMPATANTENAGA KERJA

BAHARUDDIN, SE., M. Si
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP> 19731211 200312 1 007

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

IKHWAN SOLEH NA SUTION,SH,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19640116 199403 1 005

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

MUNA RTO,SP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671203 199903 1 001

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
IBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KER
DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Drs. SYUKUR EKO BUDI SA NTOSO
Pembina (IV/a)
NIP. 19680907 199902 1 001

— 1

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
SYARAT- SYARAT KERJA DAN
PENGUPAHAN

GANEFO SINURAYA, SH,M.Si
Pembina (Iv/a)
NIP. 19631010 199203 1 014

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

Drs. H.WA GIA NTO,M.Si
Pembina (Iv/a)
NIP. 19620508 198303 1 013

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSRTIAL

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Drs. H. IRWAN EFFENDI
Penata Tingkat I (IIT/d)
NIP. 19660106 198603 1 008




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini
didukung dengan aparatur yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berjumlah sebanyak 89 orang,yang terdiri dari
64 orang pria dan 25 orang wanita ,sebagimana dirincikan dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

PRIA ~ WANITA  JUMLAH
| 0 0 0
. 21 16 37
m 32 8 40
v 11 1 12
 — 64 25 89
Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasii Pendidikan

PRIA ~ WANITA  JUMLAH |
$3 0 0 0
S2 7 0 7
51 22 6 28
D4 1 0 1
D3 0 4 4
SLTA 31 18 49
SLTP 0 0 0
SD 0 0 0
JUMLAH 61 28 89
Tabel 2.3
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

WANITA JUMLAH
| 0 0 0
1 1 0 1
] 5 0 5
v 12 3 15
JUMLAH ESELON 18 3 21
NON ESELON 43 25 68
JUMLAH 61 28 89

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Kartanegara

Pejabat fungsional Teknis Perantara / Mediator berjumlah 3 orang

Pejabat fungsional Teknis Perngantar kerja berjumlah 3 orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu Dinas Tenaga Kerja telah melakukan
pelayanan mengacu kepada target program yang telah disepakati dalam RPJMD 2016-
2021 dan dituangkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan tingkat
capaian yang diukur dengan indikator kinerja pelayanan seperti tersaji dalam Tabel 2.4
dan diukur dari pelaksanaan anggaran seperti tersaji dalam Tabel 2.5

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2017

Indikator Target Renstra PD o . . .
Kinerja reelar etTarget Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO| sesuai Tugas g g ndikatg
T ISPM| KK |7
dan Fungsi rainnyd 112 13| 4| 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PD
(1) (2) 3] 4 (5) [(B)|(7)|(8)| (9) |(10)| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |(19) | (20)
Persentase
tenaga kerja
1 |yang 75%|75 0,15%|75|75(75 | 75 |3% |16,95|55,28|83,12| 0 0 |22,60|73,70 |110,82| O 0
mendapatkan
pelatihan
Besarnya
o [Pencari kerjalo o lon lo90 |70|70(70 |70 |o0%|s8,:34|74.69|73,00| 95 |905 |s3,34]107 [s694 | 100| 100
yang terdaftar
ditempatkan
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Inc_ilkaFor Target Renstra PD Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke-
Kinerja Target] Tahun ke-
. arge(Target|
NO| sesuai Tugas dikatq
S ISPM| KK |
dan Fungsi rainnya 112134 | 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PD
(1) 2) @) @ | B6) [B)(M|®)] (9 [(10)] (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |(19) | (20)
Besaran kasus
3 |yane
éeerrfgfrf’a'ka” 50%| 50 [100%|50[50[50 [50 [30 100 |73,06|100 |100 [100 |100%|100% |100% | 100 | 100
perjanjian
Bersama (PB)
Besaran
pekerja/buruh
yang menjadi 500 56 |100% |50[50 50 |50 [100[100 [100 |100 | 100 | 100 [100%|100% [100% |100| 100
4 | peserta
program
jamsostek
Cakupan
perencanaan
5 | Pengembangan 9% |- |2%|7%| 1 |47 |s% |7% | o | 1 o |250% |171% | o | 50
kawasan
strategis dan
cepat tumbuh
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Distransaker
Kabupaten Kutai Kartanegara
Realisasi Anggaran pada | Rasio antara Realisasi Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Pertumb
Tahun ke- dan Anggaran Tahun ke-
Uraian uhan
Ang |Rea
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |gar |lisa
an si

(€ @11 @ |6 |6 | O 6 [ O [([a|@|@®]| @] 5] ®) | @] (18

Balanja 10.716.]13.425]13.491[13.910.] 11.703[9.785. | 11701 [ 11905. | 13.118.] 10.559
Tidak 191 | .195- [174.20| 982.4|.027.2| 495- | 746- | 957.- |9475| .167.7| 913 | 872 | 883 |943 |902 |-0.08 |-0.87
Langsung | .050,- | .550,-| 175,- | 93,90, 1157,-| .654,- | .743,-| 0M4,- |48.00{ 72,

20708[12.328] 7.231 |[3.376.| 11703 18.959|10.574|5.879. ] 2.318.| 10.55
Belanja 365- | .639- | 212- |307.4 1.027.2| .286-| .515- | 952.- | 923.5|9.167. 916 85.8 813 943 95.9 .0.45 |-55.9
Langsung | 358,2 | .560,- | .830,- |98.95, 1157,-| .477,-| .782,-| 171- 35,- | 772,-

3W24 2575 |20722| 7287 |6.054.| 28.74 | 2227 | 77785 | B43 | 211B.
556- |3.835.] 387- | 289.9| 423,1|4.782.{6.262-| .909- | 7.871[ 3355 915 | 865 | 858 |895 |904 |-0.8
Total 4082 | 10~ [03175|92.85| 4- | 11 |.525-| 185|083 | 44,

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Periode 2 (Dua ) tahun kedepan tahun 2020-2021 membawa tantangan
sekaligus peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, periode ini titik berat pembangunan difokuskan
pada pembangunan Pertanian dalam arti luas dan Pariwisata untuk percepatan
transformasi struktur ekonomi daerah menggantikan dominasi sektor pertambangan
yang semakin menurun, sedangkan agroindustri dan penyediaan bioenergi akan
ditingkatkan sesuai dengan perkembangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Disisi lain, perkembangan daya saing perekonomian Global, Nasional juga
cenderung menurun baik yang diakibatkan adanya biaya ekonomi tinggi maupun
akibat hilangnya era buruh murah.
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Berdasarkan kondisi diatas, maka optimalisasi pembangunan Transmigrasi dan
ketenagakerjaan merupakan pilihan yang strategis dengan mempertimbangkan
potensi seperti dibawah ini :

Bidang Ketenagakerjaan adalah :
¢ Jumlah Pengangguran Terbuka hingga tahun 2019 mencapai (8,80%) menunjuk
trend menurun bila dibanding Tahun 2018
+ Jumlah Pengangguran Terselubung/ Setengah Penganggur (lama jam bekerja
kurang dari 35 jam/minggu) hingga tahun 2019 mencapai 162.027 orang.
+* Jumlah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
hingga tahun 2018 sebanyak 1.479 Perusahaan yang terbagi dalam 4 kategori,

yaitu :
1. Perusahaan Besar (Jumlah karyawan > 100 orang) berjumlah 551
Perusahaan.
2. Perusahaan Sedang (Jumlah karyawan 50 — 99 orang) berjumlah 217
Perusahaan.
3. Perusahaan Menengah (Jumlah karyawan 25 — 49 orang) berjumlah 238
Perusahaan.

4. Perusahaan Kecil (Jumlah karyawan < 25 orang) berjumlah 473
Perusahaan.

+* Jumlah tenaga kerja yang bekerja di 1.479 Perusahaan yang beroperasi di

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 143.400 orang, yang terdiri dari

1. Warga Negara Indonesia (WNI) berjumlah 143.400 orang.
2. Warga Negara Asing (WNA) berjumlah 636 orang.
+* Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta (LLS) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
yang pembinaan dan perijinannya ditangani oleh Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2015 sebanyak 25
LLS/LPK.
Bidang Ketransmigrasian adalah :

Sampai dengan tahun 2019 jumlah Transmigran Mandiri Gerbang raja yang
telah berstatus Transmigran masih tetap sebanyak 305 orang dari seluruh Transmigran
swakarsa Gerbangraja sebanyak 24.450 Jiwa yang perlu segera dilakukan penataan
kawasan Transmigrasi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi kawasan
ekonomi yang berbasis pertanian pola agrobisnis menuju ke agroindustri.

Dengan potensi lahan yang berstatus HPL Transmigrasi seluas 41.333 Ha
dengan Jumlah Kepala Keluarga yang telah ditempatkan dalam satuan permukiman
yang telah ditempatkan berdasarkan RKT sebanyak 15.478 KK sedangkan jumlah
Kepala Keluarga dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan
ditempatkan berdasarkan daya tampung sesuai Rencana Kawasan Transmigrasi
sebanyak 15.533 KK dan luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi
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kawasanya dalam satu Kabupaten, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah
dibangun seluas 19.700,25 Ha.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menghadapi tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan PD adalah antara lain :

1. Penetapan program dan kegiatan harus dipastikan untuk mencapai Misi
Gerbangraja Misi 2 dan Misi 4 pada RPJMD 2016-2021

2. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara juga harus ditingkatkan secara intesif agar upaya pencapaian Visi
Kepala Daerah 2016-2021 dapat dicapai dan berdaya guna.

Untuk itu forum SKPD bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus
dibentuk serta ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai instrument pokok
dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

3. Perencanaan yang telah disepakati dalam RPJMD dan Renstra harus terus
dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi lebih memadai. Oleh karena itu,
kualitas perencanaan ditingkat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus
selalu ditingkatkan.

4. Koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah Kabupaten harus terus
ditingkatkan agar tercipta keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara tanpa didasari egosektoral OPD.

Karena, pada hakekatnya pembangunan  Ketransmigrasian dan
Ketenagakerjaan keberhasilan maupun kegagalanya memang menjadi
tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara namun untuk menyelesaikan permasalahan ketransmigrasian
dan ketenagakerjaan merupakan kerja seluruh OPD yang harus terkoordinasi,
sinergi dan berkesinambungan.

Untuk itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
harus dapat meningkatkan serta memelopori peran koordinatif antar lintas
OPD.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi PelayananDinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Fokus tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
1. Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi;

2. Bidang Penyiapan

Transmigrasi;

Kawasan,

Pembangunan

Desa dan Permukiman

3. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

kesempatan kerja; dan

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jaminan

sosial ketenagakerjaan

Sehubungan dengan posisinya sebagai

perangkat pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan lingkup tugas dan

pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

sebagai berikut :

1. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam bidang peningkatan kompetensi

dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan penempatan angkatan kerja
antar lintas OPD
2. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya peningkatan harmonisasi

hubungan industrial dan jaminan social ketenagakerjaan

upaya
pemberdayaan kawasan dan masyarakat eks transmigrasi

3. Masih rendahnya sinergitas

kebijakan dalam

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan

(2)

(3)

pembangunan,

(4)

Masih  rendahnya sinergitas
kebijakan dalam bidang
peningkatan kompetensi dan
produktivitas, perluasan
kesempatan kerja dan
penempatan angkatan  kerja
antar lintas OPD

Angka Pengangguran di

Kabupaten Kutai Kartanegara

meningkat

Persiapan Tenaga Kerja yang
berkualitas, Produktif, Unggul
dan Berdaya saing global

Masih  rendahnya  sinergitas
kebijakan dalam upaya
peningkatan harmonisasi
hubungan industrial dan jaminan
sosial ketenagakerjaan

Sering terjadinya perselisihan
hubungan industrial  dan

terabaikannya
pekerja,  karena
tahuan pihak
terhadap hak-haknya

hak-hak
ketidak
pekerja

Rendahnya tingkat
pendidikan pekerja terutama
di perkebunan dan HTI
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kebijakan dalam upaya
pembangunan, pemberdayaan
kawasan dan masyarakat eks
transmigrasi

pecahan Kepala Keluarga (KK)
yang bermukim di 47 Desa
eks Permukiman Transmigrasi
sebanyak 6112 KK

(1) (2) (3) (4)
Perjanjian kerja PKWT Tidak dicatatkanya Perjanjian
(Perjanjian Kerja Waktu kerja PKWT (Perjanjian Kerja
Tertentu) yang dibuatsecara | Waktu Tertentu)
sepihak sehingga pasal pasal
yang tercantum dalam
perjanjian kerja merugikan
pihak pekerja
Serikat Pekerja sering Pengguna serikat pekerja
mempropaganda anggotanya | bukan pekerja di perusahaan
untuk melakukan tuntutan tersebut
yang tidak normatif

3. | Masih rendahnya sinergitas Jumlah pendatang dan 6112 KK sebagian besar

bermukim di sisa HPL
Transmigrasi dan belum
mempunyai legalitas lahan

Sertifikat Hak Milik Warga Eks
Transmigrasi

Masih banyak warga eks

yang
menerima sertifikat hak Milik

transmigrasi belum

Pemanfaatan Tanah Restan

(R)

Ada * 15 Desa yang telah
mengusulkan program

Transmigrasi Swakarsa
Mandiri (TSM) Gerbang Raja

3.2. Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai
Kartanegara adalah kewajiban Kepala Daerah, kewajiban Daerah dan kewajiban
DPRD.Dua program pokok dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di
Kabupaten Kutai Kartanegara berada dalam lingkup tugas Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja, yakni menurunkan jumlah pengangguran dan pengembangan kawasan
pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian.

Kedua bidang tersebut diatas menjadi sangat penting dalam rangka mencapai
target Misi 2 Gerbangraja yakni : 1. Indeks Pembangunan Manusia meningkat, 2.
Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menurun dan 3. Pengangguran menurun
serta target Misi 4 Gerbangraja yakni : 1. Pertumbuhan sektor pertanian meningkat, 2.
Tersedianya kawasan-kawasan strategis pertanian dan pariwisata dan 3. Pertumbuhan
industry pengolahan pertanian meningkat, artinya upaya penurunan angka
pengangguran dan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis
pertanian harus diselaraskan dengan upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia
yang berkompeten dan upaya meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata
untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan jumlah

dan jenis peluang kerja untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara vyaitu
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pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri dengan orientasi pada
peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Dengan demikian peningkatan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sangat penting dalam mewujudkan visi Bupati
dengan konsep Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) yakni :Kutai
Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan.

Visi Kutai Kartanegara 2016-2021 tersebut didasari pada upaya pencapaian
pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yakni
pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan.

Parameter kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
tercermin dalam seluruh aspek kehidupan; dalam pranata dan nilai nilai, yang
melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan social budaya serta masyarakat yang
agamis

Gerbangraja adalah gerbang kejayaan Kutai Kartanegara menuju percepatan
kemajuan dengan Misi yang dijalankan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkompeten;

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan

transformasi struktur ekonomi daerah;

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing

daerah.

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan

perlindungan anak.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan beban ketergantungan yang
cenderung semakin tinggi, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu
dilakukan dengan memanfaatkan bonus demografi disektor yang dapat menghasilkan
kemandirian perekonomian Nasional.
Bonus demografi yang saat ini dialami harus dimanfaatkan secara bijaksana sehingga
akan menciptakan jendela kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan.
Pemerintah Kabupaten juga harus dapat menyiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi melalui pendidikan pelatihan, penyediaan lapangan kerja yang
mendorong keterlibatan perempuan, kesetaraan dalam bidang pengupahan, jabatan,
pekerja perempuan yang telah menyelesaikan masa reproduksinya (umur 49 hingga 64
tahun), meningkatkan perlindungan, kesejahteraan dan menciptakan iklim investasi
yang kondusif, sehingga terciptanya pasar kerja yang inklusif.
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Terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, upaya yang dapat dilakukan

untuk merealisasikan bonus demografi adalah :

1. Memperluas lapangan kerja;

2. Meningkatkan iklim investasi;

3. Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja serta pengembangan sistem kerja

yang layak;
4. Pendalaman pendidikan tenaga kerja;
5. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.

Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa
dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, migrasi,
budaya. Salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasi perekonomian, yang
merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana Negara-
negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi
tanpa rintangan batas teritorial Negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan
dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Arus globalisasi dalam bentuk FTA, WTO, NAFTA dan lain-lain, akan
semakin intensif dan pada tahun 2015 telah diberlakukan Asean Economic
Community (AEC), dan MEA dimana Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi
Negara Negara Asean mengingat posisinya yang strategis dan jumlah
penduduknya yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, hal ini
akan menjadi peluang bagi pembangunan ketengakerjaan.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan
yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini maka visi pembangunan nasional
untuk tahun 2015-2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, secara umum upaya yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi adalah : mengimplementasikan NAWACITA yang difokuskan pada tujuh
isu strategis yaitu :

1. Kedaulatan pangan
Kedaulatan energy
Kemaritiman
Industri/kawasan industry
Pariwisata
Revolusi mental

No vk wnbN

Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
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Untuk mewujudkan visi diatas melalui bidang Tenaga Kerja maka ditetapkan

sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indicator
kinerja sasaran strategis : meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan
meningkatnya produktivitas tenaga kerja

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga
kerja,

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim
ketenagakerjaan

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam
dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga yang transmparan dan akuntabel,
Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan

g. Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayan perencanaan, penelitian
dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat
dan berkelanjutan

Salah satu program prioritas yang sedang dilaksanakan adalah meningkatkan
kualitas perencanaan Tenaga Kerja (PTK).  Menyusun PTK merupakan kewajiban
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan
dalam pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang tatacara memperoleh
informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan Perencanaan Tenaga
Kerja, jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Dengan PTK tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan
ketenagakerjaan seperti : besarnya jumlah penganggur terbuka, rendahnya kualitas
tenaga kerja, produktivitas yang kurang maksimal, adanya pemogokan dan PHK serta
kesejahteraan pekerja yang relative rendah.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Pembangunan sektor ketransmigrasian dan ketenagakerjaan dalam rangka
transformasi struktur ekonomi daerah yang beralih ke Pertanian, Perkebunan dan
Pariwisata untuk periode 2016-2021 harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal ini ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan yang
berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta memberikan arah/gaiden dan
menjamin tidak terjadinya efek negative terhadap lingkungan dan keberlanjutan
dipertimbangkan secara menyeluruh dalam kebijakan, rencana dan program.

19



Sasaran utama yang hendak dicapai pada periode RPJMD ketiga tersebut adalah:
Pertama, meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan oleh: a) sektor
pertanian sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya
saing tinggi, b)meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c) semakin
beranekaragamnya produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pengan lokal,
d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian dipasar lokal, nasional, dan
internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin
berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (high value
crops); dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja
di sektor pertanian. Kedua, meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis
wisata alam dan budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama
kunjungan wisatawan asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi social ekonomi
setempat.

Berdasarkan sasaran utama diatas, menjadi dasar dalam penentuan target lokasi dan
kelompok sasaran pembangunan dan pengembangan sektor ketransmigrasian dan
ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Berdasar hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah
permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaah renstra kementerian/lembaga dan
Provinsi serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Tabel 3.2
Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Permasalahan
. . pembangunan
No. Isu strategis Isu strategis Daerah .
terkait isu
strategis Daerah
1. Masih belum optimalnya Bentuk kegiatan karitatif Kompetensi
kualitas penyelenggaraan yang cenderung (Pengetahuan,
pelayanan kebutuhan dasar menimbulkan Ketrampilan dan
(basic needs) ketergantungan masyarakat Sikap) angkatan
kerja
2 Dinamika perkembangan Aksesibilitas Pasar Infrastruktur
perekonomian perdesaan yang pendukung
masih blm optimal perekonomian
perdesaan
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Rendahnya kemitraan
usaha di Kabupaten
Kukar

3 Menurunnya produksi pertanian Alih fungsi lahan pertanian

tanaman pangan

produkstif ke non pertanian
tanaman pangan (tambang
batu bara dan kelapa sawit)

Perencanaan
pengembangan
wilayah belum
berjalan terpadu

Aturan alih  fungsi
lahan pertanian ke
non pertanian di
tingkat kabupaten
belum ada

Alih  fungsi tenaga kerja
pertanian ke non pertanian

Pengoptimalan
sumber daya
pertanian

Kurangnya pembukaan Aturan alih  fungsi
lahan/usaha pertanian lahan pertanian ke
tanaman pangan yang baru non pertanian di
tingkat kabupaten
belum ada
4
Mewujudkan daya saing Pelaku lokal (UMKM) untuk Infrastruktur daya
ekonomi yang berkerakyatan industri  pengolahan hasil dukung industri
dan berbasis SDA terbarukan pertanian lambat pengolahan masih
berkembang kurang

5 Penataan Ruang

Optimalisasi Penataan dan
Pemanfaatan Ruang

Penetapan Kawasan
khusus (zona
pengelolaan) yang
menjadi embrio
kawasan terpadu
sesuai potensi daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang akan direspon oleh Dinas

dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

A. lIsu-isu strategis bidang ketenagakerjaan :

1. Masih banyaknya tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2018
sebanyak 19.473 orang (5,72%) dan pada tahun 2019 TPT meningkat
menjadi 21.361 orang (5.96%).

2. Penduduk usia kerja meningkat dari 540.658 orang di tahun 2018 menjadi

556.907 di tahun 2019.
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3. Meningkatnya TPAK Tahun 2018 62.95% meningkat menjadi 64.36% di
tahun 2019.

4. Pencari Kerja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019
sebanyak 5.098 Orang

KONDISI PASAR KERJA INDONESIA

KEBOCORAN * Upah Mureh, PKWT
Ovtsourcing, Mex. Jamaos

PASAR KERJA _— g P o

* Pamogokan dan unjuk ress

—————————

DOMINASI NAKER
- PENDIDIKAN RENDAH

DOMINAS! LAP. KERJA 5 BLUES o RRR SERBUAN TKA
SEKTOR INFORMAL e ‘g _ DI PASAR KERIA DN

¥

* Pengangguran
* i/2 Pengangguran
* Pekerja Rentan

MIS MATCH
DIKLAT DNG DUNIA KERJA

Masalah yang penting juga adalah mentransformasikan struktur
pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi oleh tenaga kerja
berpendidikan maksimal SD dan SMP kependidikan yang lebih tinggi serta
pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi.Selain itu, diperlukan juga upaya
untuk meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih
kredibel, mudah diaKses dan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
(linked dan match).

Sementara itu, dalam konteks pasar kerja global tidak dapat
dipungkiri bahwa Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) memberikan kontribusi
berupa sumbangan devisa yang cukup besar bagi Indonesia.  Namun
demikian, berbagai masalah muncul mulai dari kasus legalitas
keberangkatan, penipan, tempat penampungan keberangkatan TKLN,
rendahnya skill TKLN, kekerasan dalam hubungan kerja, gaji yang tidak
dibayar atau tidak dibayar penuh dan lain sebagainya.
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5. Masih belum optimalnya Hubungan Industrial

Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, diantaranya
kondisi hubungan kerja yang harmonis di tempat kerja yang belum
sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah
sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan
sebagai jembatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti Peraturan Perusahaan (PP),
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga kerja Sama (LKS)
Bipartit,Lembaga kerja Sama (LKS) Tripartit, peran SP/SB dan asosiasi
Pengusaha, sampai dengan tahun 2015 masih terjadi kasus perselisihan
sebanyak 202 kasus.

6. Selain itu, hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persoalan

pengupahan. Penetapan upah minimum oleh Pemerintah Kabupaten
dimaksudkan sebagai jarring pengaman (safety net) agar tingkat upah yang
diterima pekerja/buruh tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat
ketidakseimbangan pasar kerja.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya, belum terlaksana sesuai yang
diharapkan.Pengusaha cenderung memberlakukan upah minimum sebagai
standar upah di perusahaan, sedangkan pekerja/buruh menganggap upah
minimum sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh
karenanya, pekerja/buruh cenderung menuntut kenaikan upah minimum
yang relative tinggi dan juga tuntutan penambahan komponen dan jenis
kebutuh hidup layak (KHL), adapun perkembangan penetapan upah
minimum yang diarahkan pada pencapaian KHL dapat dilihat pada gambar
3.2

Disamping pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerja/buruh dan
atau serikat pekerja/serikat buruh adalah terkait dengan penghapusan outsourcing.
outsourcing merupakan suatu sistem bisnis yang tumbuh dan berkembang seiring
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Kenaikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kabupaten Kutai Kartanegara
2,000,050
1,500,050
1,000,050
500,050
50
2014 2015 2016 2017 2018 2019
m UMK 2,070,804 | 2,295,804 | 2,305,000 | 2,495,162 | 2,712,491 | 2,930,304
= KHL 2,185,607 | 2,312,786 | 2,312,796 2,500,125 | 2,715,621 2,950,796
RATA RATA UMK 94.75 99.27 99.66 99.80 99.88 99.31
Gambar 3.2




dengan perubahan kondisi ekonomi nasional dan dunia. Pelaksanaan bisnis tersebut
sangat mempengaruhi hak-hak pekerja/buruh. Didalam pelaksanaan outsourcing
masih terdapat beberapa permasalahan, seperti [a] perbedaan pandangan dalam
penetapan pekerjaan pokok (core business) dengan pekerjaan penunjang (non core);
[b] Anggapan bahwa dengan diserahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lain dapat mengurangi perlindungan hak bagi pekerja/buruh. Lebih lanjut, adanya
permasalahan outsourcing yang dilakukan melalui pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh.

Pada era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit
dihindari, bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya dapat menyebabkan
terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut menunjukan bahwa hubungan
kerja antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di
perusahaan masih cenderung melihat hubungan kerja berdasarkan “hak”, sehingga
prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat sulit tumbuh dan berkembang di
Perusahaan.

B. Isu-isu strategis di bidang Ketransmigrasian :

1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kutai Kartanegara
masih banyak tergantung dengan pasokan dari daerah lain.

2. Pembangunan di pedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan
masih minimnya infrastruktur (Jalan, Jembatan, sarana prasarana).

3. Telah banyak pecahan Kepala Keluarga + 24.450 Jiwa (Transmigrasi
swakarsa Mandiri Gerbangraja) yang menempati lahan HPL Transmigrasi

4. Belum tercipta fungsi kota di kawasan pedesaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

5. Dari sisi kewilayahan, angka kemiskinan terbesar terkonsentrasi di
wilayah perdesaan.Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (2013), daerah
pedesaan memiliki indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi daripada
perkotaan. Penyebab tingginya angka kemiskinan di perdesaan adalah
tingginya jumlah penduduk di pedesaan yang bekerja disektor informal-
pertanian.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara diatas. Dinas Transmigrasi

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan dan sasaran jangka

menengah adalah sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan jangka Menengah

1.

Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktiv dan berdaya saing
sesuai permintaan pasar kerja serta meningkat produktivitas wirausaha
informal

Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan
kesempatan kerja

Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya peran
kelembagaan Hubungan Industrial.

Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru ber basis pertanian.
Mengembangkan Wilayah Transmigrasi yang dikaitkan dengan upaya
pengurangan angka kemiskinan Kutai Kartanegara

Menciptakan tata kelola organisasi yang efektiv, transparan, akuntabel dan
bersih serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan
dan pelayanan informasi

4.1.2. Sasaran jangka Menengah

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya wirausahawan baru

Meningkatnya pencari kerja yang diterima di pasar kerja
Meningkatnya cakupan pelayanan perluasan kesempatan kerja
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis

o vk WwN

Meningkatnya ketaatan pemberi kerja dan pekerja terhadap peraturan

ketenagakerjaan yang berlaku

7. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan,kesejahteraan
dan kelembagaan

8. Terselesaikanya perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja

9. Meningkatnya penyediaan dan penataan kawasan desa/Permukiman
Transmigrasi

10. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat transmigrasi dan PMKS

Keterkaitan antara Visi, Misi ke Dua dan keempat Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah diatas seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 dibawah ini :
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
NO. TUJUAN SASARAN SASARAN 1 B 3 a 5
1) 2 (3) 4) (5) (6) (@] 8) 9)
1 |Menyediakan | Meningkatnya Prosentase
tenaga kerja Kompetensi dan | meningkatnya
yang Produktivitas produktivitas
kompeten, Tenaga Kerja dan daya saing
produktif, dan tenaga kerja
berdaya saing
sesuai dengan 3% 3% | 3% | 3% | 3%
permintaan
pasar kerja
serta
meningkatkan
produktivitas
wirausaha
informal
2 | Meningkatkan | Meningkatnya
Persentase persentase
penempatan pencari kerja Persentase
tenaga kerja | yang diterima di | PEPCKETYANE | g0 50 | 9085 2500 | 27.00 | 30.00
: . bekerja di sektor | “, o N o o
yang efektif pasar kerja formal dan Yo %o %o %o %o
dan perluasan .
informal
kesempatan
kerja
3 | Menciptakan Meningkatnya Prosentase
Hubungan Hubungan menurunnya
Industrial yang | Industrial yang | Kasus /sengketa 100% 100% 1100% | 100% | 100%
harmonis dan | harmonis hubungan
meningkatnya industrial
peran
kelembagaan
Hubungan
Industrial
Meningkatnya Prosentase
kepesertaan Tenaga Kerja yg
jaminan sosial terdaftar 100% 100% |100% 100% | 100%
ketenagakerjaan | jamsostek atau
, kesejahteraan | gpjs
dan
kelembagaan
4 | Pengembangan | Meningkatnya | Jumlah
Kawasan penyediaan dan | Kimtrans/desa
pertumbuhan | penataan yang ditata 47 48 49 51 52
ekonomibaru |kawasan desa/ |sarana fisik dan
berbasis Kim trans sosekbudnya
pertanian
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INDIKATOR | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

NO. TUJUAN SASARAN SASARAN 1 > 3 2 5
(1) ) (3) 4) 5) (6) (7) 8) 9)
5 | Meningkatkan | Meningkatnya Predikat
Transparansi | Transparansi akuntabilitas
dan dan Kinerja Dinas
Akuntabilitas | Akuntabilitas Transmigrasi
Kinerja Kinerja Dinas dan Tenaga
Disnakertrans | Transmigrasi Kerja.
dan Tenaga 100% | 100% |100% | 100% | 100%
Kerja.

Meningkatnya Cakupan
kualitas Peningkatan

dukungan sarana dan 70 5 8 80 85
% % % % %
pelayanan prasarana
kantor Aparatur
g[.e.mr.‘gkamya Tingkat 4.08 408 |4.08 | 204 | 2.04
1.51p11n ASN Kepatuhan % % % % %
Distransnaker Aparatur
Meningkatnya Persentase
profesionalisme | sumberdaya
gissljlakertran "r"f:r:’;;ukriya“g 8595 | 86.30 8759 | 88.25 | 88.50
. %o % % % %
kompetensi
sesuai
bidangnya
Meningkatnya Tingkat
kualitas kelola konsistensi
keuangan dan renstra dan 100 100 |70.01 | 70.01 | 70.01
peningkatan renja % % % % %
kinerja SAKIP
Disnakertrans

Ketepatan
waktu laporan

100% 100% |100% | 100% | 100%
keuangan dan

aset

Persentase

penurunan 98,00 98.00 [98.00 | 98,00 | 100
tindak lanjut % % % % %

temuan audit
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dirumuskan ke

dalam 6 (Enam) strategi yaitu :

1.

Meningkatkan kompetensi dan kualitas calon tenaga kerja untuk memasuki
pasar kerja;

Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan, kemampuan dan
pemberdayaan pencari kerja;

Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenagakerjaan;

Peningkatan fungsi pembinaan manajemen dan pengawasan internal Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perencanaan dan pengembangan
Aparatur Sipil Negara;

Revitalisasi kawasan dan pengembangan Desa asal, Desa Ekss UPT/Satuan
Pemukiman(SP)/Kawasan Pemukiman transmigrasi (Kimtrans) dengan
menempatkan Transmigrasi Mandiri Gerbangraja di Desa Kimtrans yang di
bangun sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Melakukan penempatan dan pembinaan bagi masyarakat miskin melalui

program pengembangan wilayah permukiman transmigrasi/Desa asal.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 6 (LEnam)

sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kutai Kartanegara melalui 7 (Tujuh)

kebijakan, sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
melalui pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas;

2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja untuk mencetak
tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.

3. Meningkatnya jumlah pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
yang memanfaatkan informasi pasar kerja (e_mbeko);

Penguatan kelembagaan hubungan industrial;

5. Perbaikan manajemen internal secara baik, berkelanjutan dan
terpadu meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan monitoring;

6. Pembangunan dan pengembangan SP/KPB untuk mendukung
terwujudnya kemandirian masyarakat Kutai Kartanegara.
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7. Melakukan monitoring ke Perusahaan dan membuat database
ketenagakerjaan sebagi upaya penentuan kebijakan program ke
depan.

Langkah langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki
pasar kerja dengan melakukan,
Harmonisasi, standarisasi dan serifikasi kompetensi

a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
yang mendukung skilled based industries untuk mendorong perubahan
struktur tenaga kerja secara bertahap dan sector/subsector lapangan usaha
yang produktivitasnya rendah ke sector/sub sector yang produktivitasnya
tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan berbasis komptensi dalam
kerangka pasar bebas AEC sehingga meningkatkan jumlah tenaga erja
terampil yang siap menghadai keterbukaan pasar;

Peningkatan penyelengaaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja rentan
agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

Pengembangan program kemitraan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja,

dilakukan dengan melakukan :

a.

Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar
kompetensi yang dikembangkan industry;

Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas)
sesuai ketentuan;

Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk
mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program
pelataih secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap
memeasuki pasar tenaga kerja.

Identifikasi dan memilih sector/subsector yang nilai tambah dan penyerapan

tenaga kerja tinggi,sehingga menjadi focus untuk dikembangkan, dengan

melakukan :

a.

Perluasan skala ekonomi kearah sector/sub sector yang priduktivitasnya
tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan kerja yang besar
mengantisipasi berlangusngnya bonus demografi;

Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;

Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI.

29



4.

Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

1. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui
peningkatanketerampilan pekerja, dilakukan melalui

a. Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (public works);

b. Meningkatkan kegiata-kegiatan yang bersifat padat karya;

c. Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha
produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan teknologi tepat guna.

2. Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat dengan
melakukan :

a. Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan
penerapan model wirausaha sera pendampingan untuk pembedayaan
usaha mandiri;

b. Peningkatan sarana prasarana ekonomi;

c. Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan
penerapan modal wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan
usaha mandiri.

3. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan
pasara tenaga kerja

Kebijakan pemerintah menerapkan pasar bebas di tahun 2015, dimana Indonesia

akan menerapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Selain pasar

ASEAN, pekerja Indonesia telah memasuki pasar internasional Negara non ASEAN.

Mengantisipasi perubahan kebijakan dari Negara non ASEAN diperlukan penyiapan

langkah-langkah strategi dalam memfasilitasi calon pekerja untuk merespon

kebutuhan yang ada dengan melakukan ;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga
keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja;

Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon
kebutuhan inforamsi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja serta
pembuat kebijakan bekerja sama dengan bursa kerja swasta;

Memastikan bahwa job matching, counseling dilaksanakan dengan tepat;
Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pemberi kerja
sehingga dapat terbangun melalui kerjasama yang berkelanjutan;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan
kesempatan kerja, malalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan
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kerja danjuga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem
rekrutmen dan penempatan yang terpadau dalam kerangka pasar bebas AEC;
Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja local melalui sector formal
dan informal dengan mengembangkan informai pasar kerja.

Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenaga kerjaan

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim

ketenagakerjaan, dengan melakukan :

1.

Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasam hubungan industrial,

melalui :

a. Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan
industrial;

b. Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

c. Pemberdayaan anggota LKS Tripartit;

d. Pemberdayaan pengurus dan anggota organisasi pengusaha;

e. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja SP/SB mengenai tata

cara pembentukan LKS Bipartit;

Mewujudkan sistem pengupahan yang adil, melalui ;

a. Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai
pengupahan;

b.  Peningkatan pelatihan bagi perusahaan mengenai penyusunan struktur skala
upah, dan kepada pejabat hubungan industrial dan pegawai teknis hubungan
industrial;

C. Pemberdayaan anggota Dewan Pengupahan;

Meningkatkan program perlindungan social bagi pekerja/buruh dengan melakukan
peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai
program jaminan social.

Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui :

a.  Audit kondisi hubungan industrial pada perusahaan besar;

b. Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial oleh Mediator HI.

Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis
diskriminasi, melalaui :
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Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan;

Pengingkatan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama;

Mendorong perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja;
Mendorong perusahaan untuk menerapkan kesetaraan di tempat kerja;

® oo T oo

Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial tentang hubungan
kerja.

Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta
perencanaan dan pengembangan)

Arah kebijakan fungsi pendukung di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
adalah memperkuat fungsi pendukung adalah meningkatkan kualitas manajemen
internal kearah tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas
aparatur, pengingkatan kualitas pemanfaatan hasil perencanaan tenaga kerja,
penelitian, pengembangan serta data dan informasi dan pelaksanaan e-
government sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan
strategi :

1. Perbaikan manajemen internal secara berkelanjutan dan terpadu (aspek
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara serta
melakukan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan
ketenagakerjaan;

2. Peningkatan kinerja akuntabilitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara agar menghasilkan kinerja yang akuntabel,
transparan, efektif, efisien dan responsive untuk tetap memperoleh opini
(Laporan keuangan Pemerintah Daerah) Wajar Tanpa Pengecualian [WTP].

3. Implementasi dari reformasi birokrasi berkelanjutan tetap digalakkan,
sehingga Distransnaker dapat menjadi organisasi yang berbasis kinerja yaitu
organisasi yang memiliki sasaran dan tujuan yang jelas;

4. Peningkatan peran Sekretariat agar mampu melaksanakan penertiban
barang milik daeran (BMD) dan barang milik Negara (BMN)

5. Peningkatan citra positif Disnakertrans melalui sosialisasi aktif kepada
kelompok kepentingan;

6. Peningkatan peran APIP sebagai konsultan dan penjamin mutu dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas melalui terwujudnya pelaporan
keuangan yang handal, audit internal yang akuntabel, perencanaan program
dan anggaran yang tepat sasaran, akuntabilitasi yang baik dan mendorong
percepatn reformasi birokrasi dan penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah.
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Terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun
waktu 2016-2021, sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari
sasaran bidang ekonomi, khususnya pada sasaran makro ekonomi sampai dengan
tahun 2021, seperti tergambar pada table berikut :

SASARAN MAKRO EKONOMI DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laju pertumbuhan ekonomi (%) -4 3,9 1,9 2,5 2,75 3
Indeks pembangunan manusia 71,63 73,35 7409 74,83 7558 76,33
Tingkat kemiskinan % 7,19 7,11 7,02 6,92 8,83 6,82
Pengangguran % 9,8 9,5 9,15 8,80 8,43 8,15

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai, adalah :
1. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 7,0 — 8,86 % dari angkatan
kerja sebesar 362.708 Orang pada Tahun 2021.
2. Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 57,411 selama 5 Tahun
Sedangkan Bidang Ketransmigrasian sasaran utama yang hendak dicapai, adalah :
1. Penataan kawasan transmigrasi selama 5 (lima) tahun menetapkan 5 (Lima)
kawasan transmigrasi dan menata atau membangun 2 (dua) Kimtrans/Desa
2. Memfasilitasi penempatan warga transmigran sebanyak 600 (Enam Ratus)
Kepala Keluarga dan PMKS Produktif sebanyak 50 KK sampai dengan Tahun
2021.

5.3. Penanggung jawab

Untuk melaksanakan tugas sesuai kebijakan diatas :

e poin 1, 2 dan 3 penanggung jawab program Bidang Pembinaan,
Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja.

e Poin 4 penanggung jawab program Bidang Pembinaan Hubungan
Industrial, syarat syarat kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan

e Poin 5 penanggung jawab program Sekretariat Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
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e Poin 6 penanggung jawab program Bidang Pengembangan Desa, dan

Kawasan Transmigrasi

Desa dan Permukiman Transmigrasi.

dan Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan diatas sebagaimana yang
ditunjukkan pada table di bawah ini

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,

Visi Sejahtera, dan Berkeadilan
Misi 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijaksanaan
Misi ll Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

Mewujudkan sumber
daya manusia (SDM)
yang berdaya saing

dan berakhlak mulia

1. Menurunkan jumlah
pengangguran

Peningkatan kualitas
daya saing tenaga
kerja

1. Peningkatan kompetensi
angkatan kerja
potensial

2. Perluasan kesempatan
kerja

3.

Implementasi Kebijakan
Pembangunan
Ketenagakerjaan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan public dan peningkatan
sumber daya aparatur Dinas Trasnmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat disusun Perubahan Program dan Kegiatan pelayanan administrasi
umum , program urusan wajib dan program urusan pilihan, Pada saat reviu RKPD
Tahun 2018 terdapat satu program dan indikator yang dirubah dan telah disepakati
yaitu sebagai berikut ;

Semula berbunyi

Program : Penempatan dan pemberdayaan tenaga Kerja

Indikator : jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan
pemberdayaan tenaga kerja.

Kesepakatan RKPD

Program : Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator : Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan.

Sebagaimana pada table 6.1. dibawah ini
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Tabel 6.1 Perubahan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Data —
" Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
: .. |Capaia
Indikator Kinerja n Pada Unit|Kerja
. Indikator Ko Program dan Program (outcome; Kondisi Kinerja Pada "
Tujuan Sasaran gra 9 ( - ) Tahun Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) Akhir Periode Renstra | Penanggung Lokasi
Sasaran de Kegiatan dan Kegiatan | 1
3 Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R R Target R Target R
anaan ¢ D Target P 9 P Target P g ] ] p
1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan Meningkatnya
penyelenggaraan  [Transparansi dan | oo T R & . Kepala Dinas
pemerintahan yang |Akuntabilitas ° Transmigrasi dan
unt Akuntabilitas Kinerja teknis ¢
berkualitas dan Kinerja Tenaga Kerja
melayani Pembangunan
Meningkatnya
TMemngkamy:; ;Lans[p;_rlansu dan Zredtikiln . . o @ FlaEer e
ransparansi dan UIEElFES A AIIES IR Fo e ayanan Administrasi 100 | 100,00 899.392.185,00 | 100,00 1.128.421.136 | 100,00 1.086.368.636 | 100,00 1.732.484.595 | 100,00 1.732.484.595 79,00 6.579.151.146 s
Akuntabilitas Kinerja [Kinerja Dinas Dinas Transmigrasi Administrasi Perkantoran Distransnaker
Pembangunan Transmigrasi dan |dan Tenaga Kerja. Perkantoran
Tenaga Kerja.
Penyediaan jasa surat
menyurat
4 Jumiah Materai dan 220/Lemb - - 212 1.000.000 404 2000000 | 404 2.000.000 404 2000000 | 1644 7,000,000 | K@suPag Umum dan
Perangko yang disediakan | Tatalaksana
Penyediaan Jasa Jumiah Rekening yang
Komunikasi, Sumber Daya |dibayar 12/Liter&T] 12 128.538.585 12 149.983.680 12 215.000.000 12 215.000.000 12 215.000.000 72 923522265 | Kasubag Umum dan
Air dan Listrik Tatalaksana
Penyediaan Jasa Peralatan | Jumlah Bahan Bakar
dan Perlengkapan Kantor [ Genset dan Tabung Gas asubag Umum dan
Rumah Tangga yang 532/ILiter - - - - 532 5.000.000 532 5.000.000 532 5.000.000 2.128 15.000.000 9
Tatalaksana
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa KIR dan
Pemelinaraan dan Perijnan | Pajak Kendaraan Dinas
Kendaraan Oprasional 35 Unit 3 13.233.100 33 22.400.000 35 25.000.000 35 24.895.131 35 24.895.131 206 110.423.362 Kas?;‘a;;'::r:; dan
Penyediaan Jasa Jumiah honorarium
Administrasi Keuangan kepanitiaan dan pengelola | 231 Kasubag Umum dan
. . - . ]
Kegiatan OrgiBin 1 5.481.086 a1 146.716.000 160 483 #VALUE! Tatalakoana
Penyediaan Jasa Perbaikan | Jumiah Peralatan Kera | ot Umam dan
Peralatan Kerja Kantor 3 402000000 [ 173 30.475.836 190 3047583 | 173 30.475.836 173 30.475.836 885 125.923.344 9
Unit/Paket Tatalaksana
Penyediaan Alat Tulis Jumian ATK yang aoubag Umum
Kantor disediakan 62 Jenis 89 79.281.000 62 70.000.000 62 60.000.000 62 75.000.000 62 75.000.000 399 359.281.000 [ 15289 L dan
Penyediaan Barang Jumiah barang cetakan -
Cetakkan dan Penggandaan |dan penggandaan 18 Jenis
Brg 7 35.402.900,00 18 35.400.000 18 30.000.000 18 45.000.000 18 45.000.000 o7 190.802.900 | €@5Ubag Umum dan
Tatalaksana
Cetakan
v Jumiah Komp:
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi 182 Kasubag Unum dan
Kantor Listrik/Penerangan Buah/rol/P - - a2 5.000.000 182 5000000 | 182 5.000.000 182 5.000.000 910 20.000.000 9
Tatalaksana
Bangunan Kantor aket
Penyediaan Logistik Kantor | Jumiah peralatan rumah
tangga dan kebersihan | 35 jenjs 14 £.000.000 35 14.200.000 35 14.200.000 35 14.200.000 154 50.600.000 [ <@sUPag Umum dan
kantor Tatalaksana
Penyediaan Makan dan Jumlah Makanan dan 760
Minuman Minuman Aparatur dan
" Porsifkota | g7, 10.365.000,00 156 14.650.000 816 25.000.000 [ 816 25.000.000 816 25.000.000 [ 3.936 100,015,000 | Kasubag Umum dan
Tamu Kidos/galo Tatalaksana
n
Rapat-rapat Koordinasi dan | Jumiah Aparatur yang
Konsultasi Luar dan Dalam | mengikuti Rapat-rapat
Daerah Koordinasi dan Konsultasi | 9 274 297.128.700 513 300.000.000 513 250.000.000 [ 513 450.000.000 513 450.000.000 | 2.424 1.747.128.700 | K@subag Umum dan
Dalam dan Luar Daeran | Orang/Hari Tatalaksana
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Tenaga
Administrasi Teknis Pendukung Non PNS 35 Orang 34 325.941.814 31 344.795.620 34 374.692.800 34 590.913.627,52 34 590.913.628 202 2.227.257.489 | Kasubag Umum dan
Perkantoran Tatalaksana
Penataan arsip internal Jumia jenis arsip yang
I
perangkat Daerah dikelola Unit - - - - 1 50.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 3 550,000.000 | @subag Umum dan
Tatalaksana
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Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. .. |Capaia
Indikator Kinerja n Ppada Unit|Kerja
. Kondisi Kinerja Pada
Tui s Indikator Ko Program dan Program (outcome) (. Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) ndisi inerj P Lokasi
ujuan asaran : : ahun Akhir Periode Renstra enanggung okasi
Sasaran de Kegiatan dan Kegiatan
3 Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R| R| Target R| Target R
anaan ¢ D Target P 9 P Target P g ] ] p
1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cakupan
Meningkatnya  [SePE Program Peningkatan | Cakupan Sarana 7 e
kualitas dukungan o Sarana dan Prasarana | Prasarana dalam Kondisi 70 155.014.662,00 75 288,350,000 78 50.000.000 80 1.138.746.164 85 1.138.746.164 85 2.770.856.990 |
dan Prasarana Persen Distransnaker
pelayanan kantor Aparatur Baik
Aparatur
Pengadaan Peralatan Jumiah sarana peralatan [ . . . i i ) R ) T B 23,000,000 | Kasubag Umum dan
gedung kantor kerja kantor Tatalaksana
pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas/oprasional Kasubag Umum dan
Jumlah kendaraan 17 Unit/Lit | 29 155.014.662,00 1.500 288.350.000 33 50.000.000 33 56.246.164 33 56.246.164 1.654 605.856.990 Talaglaksana
Pengembangan Bangunan Jumiah d K bag U d
Gedung Kantor umiah parjang yang di - - - - - - -] s 1.071.000.000 [ 515 1.071.000.000|  1.030 2.142,000.000 | <3280 MU dan
bangun Tatalaksana
Meningkatnya ) : Persentase Tingkat
disiplin ASN Tingkat Kepatuhan Program Peningkatan |5\ 00aran Disiplin 408 | 408 | 408 - 2,08 o 2,04 2,04 = 2,04 4 SaieEns
Aparatur Disiplin Aparatur Distransnaker
Distransnaker Aparatur Sipil Negara
TP | o
PErengi@pantya | jarian (PDH) dan Pakaian . . . . . i . . i . . .
Sipil Lengkap (PSL) yang | Orang/stel
di adakan
h‘;f:g::i:‘ls;:a'a" KNUSUS | 5\ miah Pakaian Dinas
Harian (PDH) dan Pakaian i . . . i . i . . . . . .
Sipil Lengkap (PSL) yang | Orang/stel
di adakan
Meningkatnya ;;e'::"f’:;“m;‘e' Program Peningkatan Rata-Rata Nilai Kinerja S
profesionalisme ya ap: yang Kapasitas Sumber Daya | Sasaran Kinerja Pegawai 86| 8595 -| 8639 -| e7.s0 100.000.000 | 88,25 100.000.000 | 88,50 100.000.000 100 300.000.000
! meniliki kompetensi Distransnaker
ASN Disnakertrans ! Aparatur (SKP)
sesuai bidangnya
pendidikan dan pelatinan
formal bagi SDM Aparatur | Jumiah aparatur yang [ i i B i : B ) . . . . .
mengikuti diklat
Fasilitasi TIM BEKIAS Jumlah Aparatur
Perangkat Daerah Orang - - 16 100.000.000 16 100.000.000 16 100.000.000 300.000.000 Kasubag
kepegawaian
Meningkatnya
kualitas kelola Tingkat Ketepatan Program Peningkatan
keuangan dan Waktu Pelaporan SEHED || RIeEs ! 100 100 - 100 428.863.850 100 175.000.000 | 100,00 424.834.400 | 100,00 424.834.400 | 100,00 1.453.532.650 SeEis
peningkatan kinerja | Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja | Renstra dan Renja Distransnaker
SAKIP Keuangan dan Keuangan
Disnakertrans
Penyusunan data dan Jumlah dokumen Rencana
Informasi Tenaga Kerja Daerah
dokumen - - - - 5 a . a a a - - -
Ketepatan Waktu
Laporan Keuangan dan 100 100 -] 100 - 100 175.000.000 [ 100 424.834.400 100 424.834.400 100 1.024.668.800
Aset
Pengembangan Sistem dan | Jumiah Sistem Informasi
pengelolaan Website Ketenagakerjaa dan
ketransmigrasian yang Unit - - - - - - - - - - - - -
dikembangkan
Peyusunan dokumen Jumiah dokumen yang Kastbag
rencana, pengendalian dibuat Pemusinan
evaluasi kinerja dan dokumen - - - - 7 175.000.000 7 275.000.000 7 275.000.000 - 725.000.000 Prngtam .
keuangan Ketargen
Rekonsiliasi Pengelolaan | Jumiah Laporan Kinerja
Keuangan Daearh Keuangan Kegiatan
Laporan - - - - - - 1 117.835.000 1 117.835.000

37




Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. .. |Capaia
Indikator Kinerja n Ppada Unit|Kerja
. Kondisi Kinerja Pada
Tujuan e Indikator Ko Rrogramdani [ Program(outcome) | - - Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) eI NS Penanggung | Lokasi
Sasaran de Kegiatan dan Kegiatan Akhir Periode Renstra
n Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R| R| Target R| Target R
anaan ¢ D Target P 9 P Target P g ] ] p
1 2 3 4 |5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rekonsiliasi Pengelolaan | Jumiah Laaporan Barang
Barang Miik Daerah Milik Daerah
Laporan . - - - 1 31.999.400 1 31.999.400
FRIEEIEED THITER 98| 9800 98,00 428.863.850 | 98,00 -| 9800 -| 100,00 - 100 428.863.850
lanjut Temuan Audit
Fasiliasi penyelesaian Jumlah fasiltasi oo P
o o e » asubag Penyusunan
k:‘:ﬂ'ba" epada pinal Rk Koot ban | egiatan - 1 428.863.850 - - - - - - B 428.863.850 Program dan
o P o Keuangan
Benosmbangan Meningkatnya | Jumlah a7
kawasan enyediaan dan | Kimtrans/desa yan Program Pengembangan | Jumiah Kawasan kwsn/des
pertumbuhan peny! ! yang 9 9embangan | peqaikimtrans yang s 47 48 300.000.000 49 630.000.000 51 1.171.420.000 52 1.171.420.000 52 3.272.840.000
penataan kawasan |ditata sarana fisik Kawasan/ Desa/ Kimtrans alkimtran
ekonomi baru ditata/dibangun
desa/KimTrans |dan sosekbudnya s
berbasis pertanian
Kepala Bidang
Penyiapan Kawasan,
- 300,000,000 480,000,000 796.420.000 796.420,000 2.372.840.000 | Pembangunan Desa
dan Permukiman
Transmigrasi
Identifikasi potensi
pengembangan wilayah
wansmigrasi dan kegiatan [ L vens |1 Kasi Penyediaan
Sosialisasi dan pemahaman [ TN SRASERBIEST 1 - - - 1 250,000,000 - - - - - 250.000.000 | Tanah Desa dan
peraturan pemerinah (PP | PE"9EMPANgAN WiaY: Kawasan Transmigrasi
No.3 Tahun 2014 tentang
ketransmigrasian/KIE)
SosialisasiP eraturan asi Penyeciaan
! i
Zpg'"e"mah No-3Tahn |} \viah Desa/Dokumen | Desa - - 15 80.000.000 18 76.420.000 18 76,420,000 51 232.840.000 [  Tanah Desadan
14 tentang Kawasan Transmigrasi
Ketransmigrasian
kegiatan Identifikasi potensi ;E”’"‘zznd;im:'glakukan Kasi Penyediaan
pengembangan kawasan Iy Desa - - - - - 1 75.000.000 1 75.000.000 2 150.000.000 [  Tanah Desa dan
desalkimtrans. pembangunan Kawasan Transmigrasi
kawasan/desa/kimtrans
kegiatan Penyusunan Jumlan
Rencana kawasan Kajian/perencanaan
desalkimtrans (RKT) pengembangan kawasan Kasb' Perencanaan
Transmigrasi menjadi Dok - 1 300.000.000 5 5 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.100.000.000 PE'Q;“@:;:;;’:”
Kimtrans/desa Mandiri Tnemigrael
Kegiatan Penyusunan Tersusunya rencana detall
Kasi Perencanaan
Rencarnia Tataruang SKP | pemanfaatan ruang Skala Pembangtman besa
SKP Dok - - - - 1 245.000.000 1 245.000.000 2 490.000.000 9
dan Kawasan
Transmigrasi
Kegiatan Penyusunan Tersusunya rencana detail
Rencana Tataruang pemanfaatan ruang Skala P:;:;Z’uer"‘::ga;”a
SPIDesa SPIDesa Dok - - 1 150,000,000 2 - - - 150.000.000 [ Perpangnan o
Transmigrasi
Kegiatan seleksi dan Jumiah Transmigran yang
T difasil
dari desa asal ke Orang . . . . . . . . . B .
desalkimtrans
Kepala Bidang
E - 150.000.000 375.000.000 375.000.000 900.000.000 |Pengembangan besa
dan Kawasan
Transmigrasi

38




Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. .. |Capaia
Indikator Kinerja n Ppada Unit|Kerja
. Kondisi Kinerja Pada
Tujuan e Indikator Ko Rrogramdani [ Program(outcome) | - - Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) iy ! Penanggung | Lokasi
Sasaran de Kegiatan dan Kegiatan Akhir Periode Renstra
3 Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R R Target R Target R
anaan ¢ D Target P 9 P Target P g ] ] p
1 2 3 4 s 6 71 s 10 11 12 13 14 15 16 17| 18 19 20 21
Penyelesaian Permasalahan | jumiah masalah yang
Tanah di dalam HPL diselesaikan
Transmigrasi Desa - - - - 18 150.000.000 18 150.000.000 300.000.000
kegiatan Rancang Kapling | Jumiah Dokumen
Kasi Pengembangan
usaha transmigrasi,
dok - - - 1 150.000.000 - E - 1 150.000.000 [ o e dan
pelayanan pertanahan
Kerja sama antar Jumlah Kerjasama
Kelembagaan Promosi dan kemitraan Kasi Pengembangan
usaha transmigrasi,
Dok - - - - - 1 150.000.000 1 150.000.000 2 300.000.000 [ e dan
pelayanan pertanahan
Fasilitasi tim koordinasi, | Terfasilitasinya Tim
integrasi dan Koordinasi Kasi Penyediaan
penyelenggaraan Tim - - - - - 1 75.000.000 1 75.000.000 2 150.000.000 | Tanah Desa dan
Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
Pembinaan Ekonomi Cakupan Bina Ekonomi
Transmigrasi Swakarsa Transmigran swakarsa
Mandiri Gerbang Raja Mandiri Gerbang Raja Orang - - - = - - R R R . : .
Kegiatan pendataan
bangunan fasiltas jumlah desa yang didata | Desa - - - - - - - - - -
umunvsosial eks UPT
Kegiatan Penjaringan siswa | Rasio Lulusan S1/S2/ S3
berpotensi daerah
transmigrasi siswa . R . - - - R B - B . .
Kegiatan Pembinaan Jumiah warga yang
Mool aniritinl W mendapatkan pembinaan | | ; A . . : ) : : : } R .
lental spiritual Warga mental spiritual arga
desa/Kimtrans
Kegiatan Pelatihan Jumiah Warga
desa/kimtrans yang
pengembangan sosbud di g Warga - - - - - - - - - - - -
mendapatkan pelatihan
desa/ kimtrans
snchid
Identifikasi dan pendataan | Jumlah Desa yang di data
sosial budaya desa sosial budaya desa dan D . R o . ~ . . ~
Transmi kawasan T esa - .
Menyediakan
tenaga kerja yang
kompeten, produktiv
dan berdaya saing o - Prosentase Kepala Bidang
sesual permintean | Menngkainye | o giainya Program peningkatan | Persentase Tenaga ey
pasar kerja serta ”ker,a o 92 [ itas dan i tenaga kerja | Kerja yang mendapatkan 15%| 3% 3% 421710271 3% 881.000.000 | 3% 1.993.357.805 3% 1.993.357.805| 15% 3509.486.631 | o O T ienaga
meningkatkan I daya saing tenaga dan produktivitas Pelatihan Kerja dan Perluasan
roduktivitas produktivitas [ 22 i rlu
Svlrausaha informal ! REEAPHE L
Kasi Pembinaan
- 421710271 3% 881.000.000 | 3% 1.993.357.805 3% 1.993.357.805|  15% 3.500.486.631 [ Pelatihan dan
Produktivitas
Pelatihan dan sertifikasi Lrmiah peserta yan Kasi Pembinaan
tenaga kerja berbasis J P g yhag 0,00%) - 200 750.000.000 200 5 200 % 750.000.000 | Pelatihan dan
Kompetensi mengikuti pelatiahan Produkiivitas
Jumlah tenaga kerja
) ) |yang dilatih berbasis
kegiatan Pelatihan keahlian kompentensi Kasi Pembinaan
/ keterampilan tenaga kerja - 32 421.710.271 - 72 1.000.000.000 72 1.000.000.000 176 2.421.710.271 Pelatihan dan
berbasis kompetensi Produktivitas
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g:laaia Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja n Ppada Unit|Kerja
. Kondisi Kinerja Pada
Tujuan e Indikator Ko Rrogramdani [ Program(outcome) | - - Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) eI NS Penanggung | Lokasi
Sasaran de Kegiatan dan Kegiatan Akhir Periode Renstra
n Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R| R| Target R| Target R
anaan ¢ D Target P 9 P Target P g ] ] p
1 2 3 4 |5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Musrenbang , Pelatihan | Jumiah Tenaga Keja
perbengkelan di Kec yang dilatih
Kembang Janggut,
Pelatihan Menjahit, 100% 110 889.969.625 110 889.969.625
Pelatihan Pembuatan
Perahu Viber di Kec Ma
Muntai
Jumlah tenaga kerja
Kegiatan Pelatihan Keahlian yang dilatih berbasis
/ keterampilan tenaga kerja | kewirausahaan Orang - - - o o - B - - R - R
berbasis kewirausahaan
Kegiatan Pelatinan Keahiian | Jumiah tenaga kerja Kasi Pembinaan
tenaga kerja berbasis vang dilatih berbasis orang - 117 131.000.000 200 103.388.180 200 103.388.180 517 337.776.360 Pelatihan dan
Masyarakat Masyarakat Produktivitas
Kepala Bidang
e nokaken Meningkatnya | Jumlah pencaker Program Pembinaan ot Pembinaan
penempatan (enaga | po.covj kerja yang |yang bekerja di Pemberdayaan dan CIUTD L Pemberdayaan
l;::a Z:r;i:;ikm diterima di pasar . |<aktor formal dan Perlunsan Kesempatan |7210 terdaitar 20,50 - - -| 2500 1.880.420.600 | 27,00 590.000.000 | 30,00 590.000.000 30,00 3.060.420.600 [ o HRIREST
P ) kerja informal Kerja Kerja dan Perluasan
kesempatan kerja Kesempatan Kerja
Kasi Pembinaan
1.880.420.600 590.000.000 590.000.000 3.060.420.600 Perluasan
Kesempatan Kerja
Menurunya Tingkat 1022% | 95% 9,15% 8,80% 843% 815% 815%
pengangguran terbuka  |(31.397 | (30.936 (30.648 - | (30.202 - | 20808 - | (20.547 -| 20547 -
(TPT) org) org) Org) org) org) org) org)
Meningkatnya Rasio 89,79%| 90,50% 90,85% - | 91,20% - | o157% - | s185% - | ov85% -
kesempatan kerja
S471L | 96508 B 98.363 EIELI 100.273 100.273
Meningkatryajumiah |org (| Aol org org (yong | oo Jorg (rare lorg Grare _
pekerja di sektor Pertanian|yang (yang N (yang i i
bekerja) bekerja) bekeria) bekerja) bekeria) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumiah 40,949 | 42911 4‘;}152 45.581 41}213 49.067 49.067
Pekerja di sektor Org (yang | org (yang (yagg - |org (yang E (yagg - |org (yang - | org (yang -
Pertambangan bekerja) | bekerja) bekaria) bekerja) bekeria) bekerja) bekerja)
. 18.475
Meningkatnya jumiah 14778 | 17.132 19.757 23.064 23.064
org 21.324or
Pekerja di sektor Industri |Org (yang org (yang (yare - |org (vang ' vang - [org (vang - | org (yang -
Pengolahan bekerja) | bekerja) bekeria) bekerja) pekeria) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumlah 2289 Org| 2.487 z‘.j?se 2.694 2")?82 2.916 2.916 org
Pekerja di sektor Listrik, |(yang org (yang (y;‘g - |org (yang - (yagg - [org (yang -| vang =
Gas dan Air bekerja) | bekerja) bekers) bekerja) bekerie) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumiah 10402 | 11535 13057 12.799 li’f’m 14.488 14.488
Pekerja di sektor org (yang |org (yang (ya‘f‘g - |org (yang B (yagg - | org (yang - | org (yang -
Bangunan bekerja) bekerja) bekeria) bekerja) bekeria) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumiah
Pekerja di sektor 42751 | 45.221 43251 47.024 42}059 48.810 48.810
Perdagangan Org (yang |org (yang (yagg - |org (yang (yagg - |org (yang - | org (yang o
bekerja) | bekerja) bekarie) bekerja) bokerie) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumiah
Pekerja di sektor Angkutan| 10,657 | 11.068 1‘13'504 11.381 1;5959 11.740 11.740
0Org (yang |org (yang e - |org (vang || ez - |org (yang - | org (yang o
bekerja) | bekerja) beker) bekerja) beker) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumlah
Pekerja di sektor 2.4750rg|  2.802 2"5:5 3.129 3{';;8 3522 3522
Keuangan (yang |org (vang s - |org (vang | ez - |org (yang - | org (yang o
bekerja) | bekerja) bekarig) bekerja) bekerf) bekerja) bekerja)
Meningkatnya jumiah 59,085 6482
Pekerja di sektor Jasa | 57.097 | 65.035 o 73.057 o 79.281 79.281
kemasyarakatan Org (yang |org (yang (yarg‘g - |org (yang 5 (yagg - |org (yang - | org (yang -
bekerja) bekerja) bekeria) bekerja) bekeria) bekerja) bekerja)
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Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. .. |Capaia
Indikator Kinerja n Ppada Unit|Kerja
. Indikator Program dan Program (outcome; Kondisi Kinerja Pada "
Tujuan Sasaran gra 9 ( - ) Tahun Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) Akhir Periode Renstra | Penanggung Lokasi
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
3 Awal Jawab
() Perenc
Target R R Target R| R| Target R| Target R
anaan Y P Target B v P Target P Y e v P
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah pasar kerja yang | se07 | 9721 | 952 | 9891 | 981 | sran1 _
tersedia pada tahun N org org org org org org
i BT S ) 5 - -| 40360 -| s0es -| 3es06 -| 39896 B -
ada pada tahun N
melalui Padat Karya pengangguran dan
Produktit f“eel:aar‘»s?:e;;eer:gagguran Kasi Pembinaan
p: Orang - - - - 240 859.521.400 63 200.000.000 63 200.000.000 366 1.259.521.400 Perluasan
Kepadatkaryaan (DESA Kesempatan Keria
MANDIRI) P L
melalui Tenaga Kerja Mandiri| Masyarakat melalui
(TKM) kegiatan Tenaga Kerja Kasi Pembinaan
Mandiri (TKM) orang - - - - 80 920.899.200 20 200.000.000 37 200.000.000 137 1.320.899.200 Perluasan
Kesempatan Kerja
Pendataan tenaga kerja | Jumiah Kecamatan yang
informal dan formal terdata penyerapan TK Kasi Pembinaan
nya di 18 Kec. Kecamata - - 18 100.000.000 18 100.000.000 18| Rp  100.000.000 54 300.000.000 | Penempatan Tenaga
n Kerja
i Jumiah yang
/::::vmeavi:nAK 1di terkendali AK. 1 nya «asi Pembinaan
Kecamata - - - - - 5 90.000.000 5 90.000.000 10 180.000.000 | Penempatan Tenaga
n Kerja
Menciptakan Kepala Bidang
hubungan industrial | Meningkatnya Persentase Program Pengembangan Pembinaan
VI BT S Cm YT EIRImR S (e Gl 100 100 65.488.900 200 - 200 150.000.000 100 475.000.000 100 475.000.000 100 1.271.488.900 eoLnga
meningkatnya peran |  Industrial yang Kasus/Sengketa peningkatan Jaminan Industrial dan
kelembagaa harmonis Hubungan Industrial Sosial Tenaga Kerja Jaminan sosial
Hubungan Industrial Tenaga Kerja
Persentase Kasus yang Kasi Penyelesaian
diselesaikan dengan 100 100 65.488.900 100 FALSE 100 150.000.000 100 475.000.000 100 475.000.000 100 1.271.488.900 | Perselisihan
Perjanjian Bersama Hubungan Industrial
Fasiltasi penyelesaian
Perselisinan hubungan Jumlah Kasus yang Kasi Penyelesaian
R terselesaikan 41 Kasus - - - - 70 50.000.000 37 120.000.000 37 120.000.000 185 290.000.000 Perselisian
Hubungan Industrial
Kegiatan Deteksi dini Jumiah dokumen
perselisinan hubungan kerawanan Hi di
industrial dan mogok kerja  [perusahaan Kasi Penyelesaian
dok - - 50 30.000.000 - - - - - 50 30.000.000 [ Perselisihan
Hubungan Industrial
Jumiah perusahaan besar
Kegiatan Konsuiidasi yang diaudit kondisi
i Hubungan
intensitas pencegahan dan - - - - - - - - - - - - -
penyelesaian Perselisihan :e'“sahaa
Hubungan Industrial
Kegiatan Pengumpulan data | Survey 7 pasar 18
kebutuhan hidup layak (KHL) [Kecamatan «asi Perbi
dan petapan upah minimum ; el
sektor kabupaten (UMK dan 65.488.900 4 76.000.000 7118 100.000.000 2,00 130.000.000 2,00 130.000.000 22 501.488.900 [ YAl - Syad
UMSK) Dokumen Kerja dan
Pengupahan
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baa Target Kinetja Program dan Kerangka Pendanaan
Inclikator Kinerk Capaia
Indilator  |Ko| Prgmmdan  |Program foutcome)|” PRdR . Kondisi Kinerja Pada | _Unit Kerja
be Tahun Tahum 1 {2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2018) Tahun 4 (2020) Tabun 6 {2021) Akhir Pariode Rensirs | Penanggung
(input)
Perenc
anean | TRURE Rp Target Rp Target| Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 4|5 s 7 8 [) 19 1 12 13 14 15 18 7] 19 2
Kagistan Penogiatan Jurmish Perisabaen yang
Persturan _ . . . * " o
pecaturan Pervsahaan Porusstman, Pererfian g
Perjanjes Kinera Knara
Kagisian Fembiasndan | Ang'a Sengieln.
pembersian lerbegn Perspaate-Paiara
earjssaa biparit (LK38) | Pertaiun asi Porysiesaian
| bertagal persturan syarst Perusshaa - - - - - - -] TE000.000 z 5,000,000 “ 150,000,000 Persalghan
| syaret larje. n Hubungan industrisl
e o b
FPorsturan Ferusshaan PR | mendapation bimbingan
Kasl Pembinasn
PP Omng - . - - - - 0 150,000,000 | 150,000,200 180 300,000,000 | Syarat - Syerat Karja
dan Pengupahan
Proserimse Tenage
mﬁ'ﬂ
buruh yang menjad = e -
| e k] » L @0
JUBLAH - i8N0 2873827 43827240
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja perangkat daerah merupakan acuan kinerja yang digunakan
oleh masing-masing unit kerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.
Penetapan indicator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
layanan sesuai tugas dan fungsi.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2017-2021. Indikator kinerja dimaksud
juga diperlukan oleh public dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahandanpembangunandaerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD tercantum dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi
Kinerja Kondisi
ada : ; Kinerja
p Target Capaian Setiap Tahun !
A Indikator Kinerja G PERE)
(0] periode akhir
RPJMD periode
Tahun RPJMD
Tahun O Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 | Tahun 4 5
1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% = = = =
2 Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin _ _ _ _
Aparatus Sipil Negara 4.04 4.04 4.04 - - - -
3 Rata-rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai - - - -
(SKP) 85.95 85.95 86.39
4 Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam _ _ _ _
kondidi baik 70 75 I = = = =
5 Persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA 100% 100% 100% = = = =
6 Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset
100 100 100 = = = =
7 Persentase tindak lanjut temuan audit 98 98 98 = = = =
8 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan 3% 3% 3% = = = =
Cakupan pencari kerja yang terdaftar
9 ditempatkan
20.50 0 0 = = = =
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Kondisikine Kondisi
rjapadaawal . .
periode Target CapaiansetiapTahun Klnerja
No RPJIMD pada
Indikator akhir
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 periode
RPJMD
10 Persentase kasgs yang diselesaikan dengan 100% 100% 100% - - - =
perjanjian bersama
Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta _ _ _ _
1 jamsostek 100% 100% 100% = = = =
JumlahKawasan/Desa/Kimtrans yang ) ) ) - . . -
12 ditata/dibangun 47 kimtrans 0 kimtrans 48 kimtrans
Tabel 7.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Kondisi .
onar
pada awal Target Capaian Setiap Tahun ad;
NO Indikator Kinerja periode gkhir
RPJIJMD .
periode
Tahun O Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 | Tahun 4 Tagun RPJIMD
1
) ) 3) 4) (5) (6) (M 8) 9)
1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% = = 100% 100% 100% 100%
Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin _ _
2 Aparatus Sipil Negara 4.04 - - 4.08 2.04 2.04 2.04
Rata-rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja _ _
3 Pegawai (SKP) 85.95 = = 87.59 88.25 88.50 88.50
Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam _ _
4 kondisi baik 70 = = 78 80 85 85
5 Persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA 100% = = 100% 100% 100% 100%
6 Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset 100 100 100 100 100 100 100
7 . . ’
Persentase tindak lanjut temuan audit 98 = = 98 98 98 100
8 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan 3% = = 3% 3% 3% 3%
Cakupan pencari kerja yang terdaftar
ditempatkan
9 20.50 = = 25.00 27.00 30.00 30.00
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Kondi
Si
Kondisi Target Kpnd|.3| . K= .
S - Kinerja Indik a Kondisi
NG Sonae ada ator pada Kinerja
PG N n Zkhir e Kine awal ad;
NO Indikator Kinerja periode Setiap 5 A . Rad:
RPIMD Tahun periode rjia period akhir
RPJMD ® periode
RPJM RPJMD
D
Tahun O Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 | Tahun 4 Tagun
(1
) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
10 Besaran PencariKerja yang terdaftar yang 20.50 = = 25.00 27.00 30.00 30.00
ditempatkan
1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perjanjian Bersama
JumlahKawasan/Desa/Kimtrans yang . _ _
12 ditata/dibangun 47 kimtrans = = 49 51 52 52

45




BAB Vil
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 — 2021 memuat tujuan, sasaran dan strategi (cara
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan di dalam kebijakan dan program) untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam mengemban tugas pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, khususnya dalam
mendukung meningkatkan sumberdaya manusia dan mendukung pembangunan pertanian
dalam artiluas serta pembangunan sector lainya sebagai prioritas pembangunan daerah dalam
rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Diharapkan, berbagai sasaran, arah kebijakan, strategi,program serta kegiatan urusan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dirancang dalam Renstra ini dapat di
implementasikan dengan baik oleh seluruh Bidang di lingkungan Distransnaker sehingga
memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan
Timur maupun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kutai Kartanegara dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah
khususnya dapat mendukung upaya pemerintah Kabupaten dalam mengatasi masalah
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai
Kartanegara.

Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupat

HAMLY,S.E
Pembina
NIP. 19640408 198803 1 013
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